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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR & TAHUN 2007

TENTANG
PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA PADANG,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4  Peraturan  Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapilan dan Belanja Dacrah
Tuhun Angearan 2000 | perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera l'engrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20):

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1985 N-::r:n.i:-r 08,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara ‘Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):

Undang-undane Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41. Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesit  Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
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S. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 temlang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisime (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351 );

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ),

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ieniang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2604 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164});

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuvangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ),
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );

Peraturan Pemetintah Nomor 65 Tahun 2001 teniang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahur 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomeor 4712);

Peraturan Pemetintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20045
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teniang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
seria Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, Pclaksanaan Tata Usaha Keuwangan Dacrah dan Penyusunan Perhitungan

Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah { Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2003 Nomor 18) ;
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27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomoar 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2006 { Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor D1},
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28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2006
{Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor 05);

9. Keputusan Walikota Padang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);

30. Keputusan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 );

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006.
Pasal 1
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Setelah Perubahan Rp. 701.479.892.477,00
b. Bertambah Rp. 5.374.066.688,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 706.853.959.165,00
2. Belanja
a. Setelah Perubahun Rp. 689.944.898.637,79
b. Berkurang Rp. 75.504.834.25%,79
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 614.440.064.378.00
Surplus Rp. 92.413.894.787.00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1)Setelah Perubahan Rp. 4.129.721.998,79
2)Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Realisasi Penerimaan Rp. 4,129.721.998,79



b. Pengeluaran

1)Setelah Perubahan Rp. 15.664.715.838,00

2)Berkurang Rp. 11.375.000.000,00

Jumlah Realisasi Pengeluaran Rp. 4.289.715.838.00

Jumlah Realisasi Pembiayaan (Rp. 159.993.839.21)
Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Pag ang

Diundangkan di Pa
pada tanggal @

SEKRETARIS

H. FIRDAUSTK, SE
Pembina Utama Muada, NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KQTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR {2



